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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil setelah dilakukannya penelitian maka dapat disimpulkan, 

antara lain :  

1. Pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah 

Sejahtera di Kalimantan Barat belum sesuai dengan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, 

Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, meskipun pihak perusahaan 

telah memberikan jaminan  yang sejenis kepada para pekerja harian lepas 

tersebut.  

2. Faktor yang mendukung pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas 

pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat tidak ada tetapi diberikan 

jaminan sosial bagi pekerja harian lepas yang ditanggung secara langsung 

oleh perusahaan tetapi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, meskipun pihak perusahaan telah 

memberikan jaminan  yang sejenis kepada para pekerja harian lepas. 

Sedangkan, faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja 

harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat, antara lain : 
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a. Pekerja harian lepas tersebut terlalu mudah resign dari perusahaan satu ke 

perusahaan lainnya.  

b. Proses untuk mendaftarkan sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja  

tersebut administrasinya tergolong sulit. 

c. Sifat pekerja harian lepas tersebut yang bersifat sementara dan perjanjian 

kerja berbentuk lisan. 

d. Pekerja hanya berorientasi untuk mendapatkan upah saja. 

B. Saran 

Dari simpulan diatas, penulis ingin memberikan saran dan sekiranya 

membantu dan berguna bagi semua pihak, yaitu : 

1. Setiap Perusahaan harus mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta 

dalam program jaminan sosial tenaga kerja. 

2. Perusahaan seharusnya membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh perusahaan 

yang ada di Indonesia akan arti pentingnya program jaminan sosial tenaga 

kerja. 

4. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus tegas dalam 

memberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
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